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ABSTRAK 

 

DHEA DWI ALDHIESTI, (2023): Penerapan Sanksi Hukum Adat 

Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual 

Pada Anak Oleh Lembaga Adat 

Melayu Siak Sri Indrapura   
Setelah berakhirnya kerajaan-kerajaan Melayu Riau dan tegaknya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia membuat tatanan pemerintahan dan kelengkapannya 

berubah secara menyeluruh. Hingga membuat lemahnya kedudukan dan peran 

pemangku dan pemuka adat memberi peluang semakin terabaikannya adat dan 

budaya Melayu dalam masyarakat. Kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Riau 

menjadikan Riau sebagai daerah yang kental akan kebudayaan adat Melayu. 

Namun sekarang pada penerapan sanksi sesuai aturan norma adat pihak yang 

berwenang tidak konsisten dalam memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran 

norma adat di wilayah adat Kabupaten Siak yang mana pada kasus kekerasan 

seksual terhadap anak ini acuannya adalah “Keterangan kepoetoesan persidangan 

Medjlis Kerapatan Tinggi di Selatpanjang” pada tanggal 11 Juni 1935. Hal ini 

tentu menjadi permasalahan di wilayah adat Kabupaten Siak sehingga 

menyebabkan pelanggaran norma adat di Kabupaten Siak terus terjadi.   

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi 

hukum adat melayu Siak Sri Indrapura terhadap pelaku kekerasan seksual pada 

anak dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemuka adat dalam 

menyelesaikan perkara kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hukum adat. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu 

penelitian yang turun ke lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan 

informan di penelitian ini menggunakan purposive sampling. Metode analisis data 

yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data 

induktif yang bersifat khusus ke umum. Penarikan kesimpulan menggunakan 

metode induktif yaitu menyimpulkan sesuatu dengan melalukan penelitian dan 

pengamatan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan penelitian dan 

pengamatan tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi hukum 

adat terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak oleh Lembaga Adat Melayu 

Siak Sri Indrapura belum berjalan secara optimal dan belum sesuai dengan yang 

diharapkan, karena masih adanya beberapa pelanggaran norma adat yang terjadi. 

Kurang pahamnya masyarakat di wilayah kampung adat terhadap norma adatnya 

sendiri dikarenakan banyak masyarakat baru pendatang dari luar daerah Riau dan 

bukan suku Melayu. Masyarakat yang buta hukum dan mempunyai sifat acuh tak 

acuh yang sudah membudaya pada dirinya sendiri. Belum disahkannya rancangan 

undang-undang Lembaga Adat Melayu menjadi kelemahan yang paling kuat bagi 

pihak Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak dalam memberikan sanksi kepada 

pelaku pelanggar norma adat tersebut. 

Kata Kunci: Penerapan, Hukum Adat, Kekerasan Seksual Pada Anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah salah satu negara yang masih sangat erat dalam 

memegang teguh norma atau nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial untuk mengatur 

kehidupan sehari-hari masyarakatnya, apabila masyarakatnya melanggar norma 

maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh 

masyarakat tersebut.1 

  Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang memiliki 

bermacam-macam kebudayaan dan adat-istiadat yang hidup dalam kesatuan sosial 

dengan kemajemukkan itulah yang menimbulkan banyak perbedaan- perbedaan 

suku, ras, tingkat sosial, agama, dan kebudayaan (kebiasaan). Keaneragaman ini 

yang memperkaya khasanah budaya masyarakat Indonesia Adat-istiadat dan 

tradisi ini mih berlaku dalam lingkungan masing-masing etnis. 

Di negara yang berkembang dan menuju suatu negara yang lebih maju 

dalam membangun sebuah negara yang lebih baik hukum sangatlah berperan 

penting dalam sebuah negara untuk mengatur masyarakat nya tersebut dan menata 

suatu negara yang lebih baik untuk mencapai kehidupan yang lebih nyaman dan 

lebih teratur. Indonesia adalah negara besar, berdasarkan hukum yang sangat baik 

dan memiliki banyak sumber daya alam dan manusia. Dan juga Indonesia 

memiliki banyak ragam budaya, bahasa dan agama. Semua daerah atau pulau di 

                                                           
1
Setiadi, Elly M. 2006. Ilmu Sosial Budaya Dasar. Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group. 
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Indonesia memiliki bahasa dan budaya khas yang terbentang dari Sabang hingga 

Merauke.2 

Riau sejak dahulu dikenal sebagai negeri Melayu yang memiliki kekhasan 

dalam budaya dan adat masyarakatnya. Sejarah mencatat bahwa di daerah ini 

pernah berdiri kerajaan-kerajaan melayu diantaranya antara lain Kerajaan Bintan, 

Kerajaan Pekan Tua Kampar, Pelalawan, Segati, dan Gunung Sahilan di aliran 

sungai Kampar; Kerajaan Kritang, Kandis dan Indragiri, di aliri sungai Indragiri; 

Kerajaan Gasib dan Siak Sri Indrapura di aliri sungai Siak; Kerajaan Pekaitan, 

Rambah, Rokan IV Koto, Dalu-dalu, Kepenuhan dan lain-lain di aliri sungai 

Rokan.3 Tumbuh dan berkembangnya kerajaan tersebut dalam kurun waktu 

ratusan tahun mempengaruhi pula pertumbuhan dan perkembangan masyarakat 

Melayu Riau serta kebudayaannya. Hal ini menjadikan Riau sebagai daerah yang 

kental akan kebudayaan adat Melayu serta menegaskan bahwa Islam sangat 

melekat pada kultur masyarakat melayu Riau. 

Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, pengaruh yang datang dari 

luar telah membawa masyarakat Riau kepada hal-hal yang bukan menjadi ciri 

khas masyarakat Riau itu sendiri, terlebih lagi dalam hal kebudayaan. Budaya adat 

yang merupakan ciri khas suatu bangsa terlihat semakin terkuras disebabkan 

kebanyakan dari penerus lebih mengedepankan budaya yang kebarat-baratan 

ketimbang budaya sendiri yang merupakan identitasnya. Budaya melayu dianggap 

tidak lagi relevan dengan zaman sehingga eksistensinya semakin tidak 

                                                           
2
Iriani Dewi, "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi 

Penegakan Hukum.” dalam Justicia Islamica, Volume 8., No. 1., (2011), h. 144. 
3
 Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. (Kerjasama 

Lembaga Adat Melayu Riau dengan UNRI PREES) h. 271. 
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dipentingkan. Demi melestarikan nilai-nilai adat dan nilai sosial budaya yang 

merupakan landasan untuk memperkuat dan memperkokoh jatidiri masyarakat 

Melayu di Riau, maka didirikanlah Lembaga Adat Melayu Riau atau yang 

disingikat dengan LAMR yang awal mulanya bernama Lembaga Adat Daerah 

Riau. 

Sistem hukum di Indonesia juga bersumber dari hukum adat, sehingga 

mengenai perlindungan terhadap anak tentunya juga diatur dalam hukum adat atau 

norma adat. Pengertian hukum adat lebih sering diidentikkan dengan kebiasaan 

atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah. Hukum adat adalah aturan 

kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat, yang pada intinya bermula dari 

nilai-nilai yang tumbuh, berkembang dan diterima oleh masyarakat. Bentuk 

hukum adat cenderung tidak tertulis, hal ini disebabkan karena hukum adat 

memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan bersifat fleksibel yang mengikuti 

perkembangan masyarakat adat. 

Tidak sedikit anak-anak yang terpaksa dan harus terlibat dalam situasi 

yang tidak menyenangkan atau bahkan menjadi korban dari suatu perlakuan yang 

menyakitkan4, baik oleh keluarga, kerabat maupun orang yang tidak dikenalnya. 

Anak tercatat menjadi usia yang rentan menjadi korban kejahatan mulai dari 

penculikan, pembunuhan, dan yang tercatat paling banyak ialah kasus kekerasan 

seksual. Padahal, anak merupakan karunia dari Allah Tuhan Yang Maha Esa yang 

dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai generasi penerus perjuangan 

bangsa, yang wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi.  

                                                           
4
 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 18. 
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Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak 

berhak mendapatkan perlindungan dari : 

a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;  

b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata; 

c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial; 

d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; 

e. Pelibatan dalam peperangan; dan  

f. Kejahatan seksual.5 

Anak merupakan amanah dan karunia dari Allah Tuhan Yang Maha Esa 

yang memiliki harkat dan martabat serta merupakan bagian dari generasi muda 

penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Setiap anak 

mempunyai harkat dan martabat yang di lindungi oleh hukum. Perlindungan ini 

perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan 

secara fisik dan mentalnya, oleh sebab itu anak memerlukan pembinaan dan 

perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, 

mental, dan sosial secara seimbang. Anak-anak berhak atas perlindungan dan 

membutuhkan perlindungan, sehingga merupakan tanggungjawab orang dewasa 

untuk menjamin agar anak-anak tidak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi.   

Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak, hal 

ini sesuai dengan amanat konstitusi yang tertulis dalam Pasal 28B ayat (2): 

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.6
             

Masyarakat Siak Sri Indrapura merupakan masyarakat yang masih 

menghormati dan mewariskan adat istiadatnya, yakni adat melayu Kerajaan Siak 

                                                           
5
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 15. 
6
 Indonesia, Undang-undang Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28. 
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Sri Indrapura. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak 

Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak 

berbunyi :  

”Masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas 

harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan 

berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai 

permasalahan kehidupan masyarakat Kampung Adat berkaitan dengan 

adat dan istiadat dan hukum adat yang berlaku.”7 

 Berdasarkan Pasal 35  Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2015 

Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak berbunyi :  

1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung 

jawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan 

perlindungan khusus. 

2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

kepada : 

a. anak dalam situasi darurat;  

b. anak yang berhadapan dengan hukum;  

c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 

d. anak korban ekploitasi ekonomi dan/seksual;  

e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 

psikotropika dan zat adiktif lainnya; 

f. anak yang menjadi korban pornografi;  

g. anak dengan HIV/AIDS;  

h. anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;  

i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; 

j. anak korban kejahatan seksual; 

k. anak korban jaringan terorisme;  

l. anak penyandang Disabilitas; 

m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran; 

n. anak dengan prilaku sosial menyimpang; dan anak yang menjadi 

korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang 

Tuanya.8 

                                                           
7
Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan 

Kampung Adat pada website https://riau.bpk.go.id/peraturan-daerah-kabupaten-siak-nomor-2-

tahun-2015-tentang-penetapan-kampung-adat-di-kabupaten-siak/  
8
Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 35. 

 

https://riau.bpk.go.id/peraturan-daerah-kabupaten-siak-nomor-2-tahun-2015-tentang-penetapan-kampung-adat-di-kabupaten-siak/
https://riau.bpk.go.id/peraturan-daerah-kabupaten-siak-nomor-2-tahun-2015-tentang-penetapan-kampung-adat-di-kabupaten-siak/
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Kabupaten Siak pernah mendapatkan prestasi sebagai Kabupaten Layak 

Anak (KLA), Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten atau Kota yang 

mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian 

komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang 

terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan 

kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hal ini 

dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Hanya saja 

berdasarkan data prariset ke  Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan 

dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Siak saat ini masih terjadi adanya kasus 

kekerasan seksual terhadap anak di Siak Sri Indrapura. Tahun 2021 terjadi 54 

(lima puluh empat) kasus kekerasan seksual terhadap anak, Tahun 2022 terjadi 

49 (empat puluh sembilan) kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan pada 

Tahun 2023 per bulan Juni terjadi 31 (tiga puluh satu) kasus kekerasan seksual 

terhadap anak. Jumlah kasus ini bisa saja lebih dari data yang diperoleh, hal ini 

disebabkan masih terdapat budaya “menutup aib” dalam masyarakat Siak Sri 

Indrapura. Kasus pelecehan seksual masih dianggap sebagai “aib/tabu” bagi 

keluarga, sehingga mereka lebih sering memilih untuk tidak melaporkan ke 

aparat penegak hukum atau stakeholder lainnya. 

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Siak 

ini adalah Pelecehan seksual dilakukan oknum staff salah satu Kantor Urusan 

Agama (KUA) terhadap salah seorang siswi kelas III MTs di Kabupaten Siak 

menjadi perhatian khusus bagi tokoh-tokoh masyarakat. Pengurus Lembaga Adat 

Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Siak menggelar pertemuan dengan tokoh 
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masyarakat dan tokoh pemuda di Gedung LAMR Siak guna mendukung langkah 

penegakan hukum memproses pelaku yang telah mencoreng nama Kabupaten 

Siak sebagai Kota Layak Anak. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa kasus yang sudah 

ditangani oleh Lembaga Adat setempat. Menurut data yang penulis dapatkan 

melalui prariset di UPT PPA Kabupaten Siak  Siak pada jangka tahun 2021 

sampai 2023 per bulan juni terdapat 134 kasus Kekerasan Seksual pada Anak di 

Kabupaten siak yang ditindaklanjuti oleh pihak UPT PPA Kabupaten Siak. 

Namun, tidak semua kasus yang terjadi dilaporkan ke pihak UPT PPA 

dikarenakan masyarakat atau orangtua korban yang tidak ingin kasus ini tersebar 

di lingkungan setempat sehingga mereka menutup rapat aib kasus yang terjadi 

dan memilih menyelesaikan perkara melalui Lembaga Adat saja atau secara 

kekeluargaan. Dan sudah pasti sanksi yang didapat beda dengan sanksi hukum 

yang berlaku.  

Pada tahun 2022 kasus yang ditangani oleh Lembaga adat, yaitu kasus 

siswi kelas III di salah satu Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Siak 

diduga menjadi korban pelecehan seksual, yang dilakukan oknum staff di Kantor 

Urusan Agama (KUA) yang bergelar ustadz. keluarga korban menceritakan aksi 

tercela yang dilakukan ustadz itu. Seluruh murid di MTs mengikuti 

kegiatan  studi tour ke Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar). Oknum ustaz itu 

merupakan tour guide sekaligus pemilik bus travel yang akan digunakan pergi ke 

Sumbar. Pihak sekolah menyewa 2 unit bus dan memberangkatkan murid 

sebanyak 80 orang. Keluarga korban menceritakan, aksi bejat oknum ustadz itu 
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bermula saat rombongan sudah tiba di Bukittinggi pada siang hari. Pelaku mulai 

melakukan pendekatan dengan korban, dengan cara mengikuti kemana korban 

pergi selama berada di Bukittinggi.Saat bus yang membawa rombongan kembali 

ke Kabupaten Siak, pelaku mulai mencari akal untuk melancarkan aksi bejatnya. 

Saat malam hari sekira pukul 23.00 WIB, tiba-tiba pelaku duduk di samping 

korban, padahal bangku itu sudah diisi teman korban. Namun pelaku tetap duduk 

di samping korban, meski bangku di bus itu untuk kapasitas dua orang. Pelaku 

mengaku numpang duduk karena sudah tidak ada lagi bangku kosong. Si oknum 

ustadz mulai menjamah korban secara perlahan-perlahan, satu tangan si ustadz 

mulai menggenggam tangan korban dan satunya lagi mulai meraba di bagian 

dada. "Anak itu sampai takut dan tak bisa buat apa-apa, bahkan tidak tidur 

karena menepis tangan jahat si ustadz yang mencoba meraba-raba. Sekarang 

anak itu trauma," cerita keluarga korban sembari menangis dan geram 

mengenang cerita itu. Dengan perlakuan itu, keluarga telah melaporkan kejadian 

kepada pihak sekolah, namun tanggapan dari pihak sekolah justru ingin 

melindungi si pelaku dan menyarankan menempuh jalan damai secara 

kekeluargaan.  

Mengenai kekerasan seksual terhadap anak ini, sebagaimana yang 

tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan 

akan memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku kekerasan seksual 

terhadap anak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Sementara di Siak Sri 

Indrapura menurut survey ke beberapa masyarakatnya sanksi terhadap pelaku 
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kekerasan seksual pada anak menurut mereka belum maksimal dan masih bisa 

dikatakan tidak sebanding karena masih banyaknya masyarakat yang belum 

mengerti akan hukum itu sendiri. Masyarakat di daerah tersebut masih buta akan 

hukum adatnya sendiri dan masih menutup rapat kasus yang terjadi karena 

mereka menganggap kasus itu adalah aib bagi keluarga mereka, sehingga pelaku 

kekerasan seksual pada anak yang terjadi tidak mendapatkan sanksi sesuai 

dengan sanksi yang ada.9Hukum adat ini juga tidak jauh berbeda dengan 

pendekatan Restorative justice, yaitu sebuah upaya penyelesaian hukum dengan 

cara kesepakatan bersama dengan tujuan untuk mendorong pertanggungjawaban 

pelaku terhadap tindakannya dan mengupayakan pemulihan korban serta 

pemulihan hubungan yang terganggu. Perkara pidana yang bisa diselesaikan 

dengan Restorative justice adalah perkara tindak ringan. Dalam hal ini, hukum 

yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda. Selain 

tindak pidana ringan, penyelesaian Restorative justice juga dapat diterapkan pada 

tindak pidana anak, tindak pidana lalu lintas, tindak pidana informasi dan 

tranksaksi elektronik, tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum.  

 Mengingat Kabupaten Siak adalah wilayah adat yang dominan memakai 

hukum tidak tertulis yang menjadikan kasus-kasus yang pernah terjadi sebagai 

acuan dalam memberikan sanksi suatu pelanggaran norma adat. Dalam kasus 

kekerasan seksual pada anak, Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak 

menjadikan “Keterangan dari kepoetoesan persidangan Medjlis Kerapatan 

Tinggi di Selatpanjang” sebagai acuannya dimana ada kasus yang terjadi di 

                                                           
9
Indonesia, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang  perubahan atas Undang-

undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. 
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Selatpanjang pada tanggal 11 Juni 1935. Dalam kasus ini terjadi kekerasan 

seksual yang dilakukan ayah tiri kepada anak tirinya. Sanksi yang diberikan pada 

saat itu adalah pelaku dihukum penjara selama 2 tahun menurut adat dan syari’at.  

Namun, dalam pelaksanaannya saat ini, sanksi yang diberlakukan tidak sesuai 

dengan sanksi yang dijadikan acuan oleh para pemuka adat dalam memberikan 

hukuman.  

Berdasarkan uraian tersebut penulis berkeinginan meneliti dan 

memberikan sebuah gagasan dengan judul “PENERAPAN SANKSI 

HUKUM ADAT TERHADAP PELAKU  KEKERASAN 

SEKSUAL PADA ANAK OLEH LEMBAGA ADAT MELAYU 

SIAK SRI INDRAPURA” 

B. Batasan Masalah 

Batasan masalah oleh penelitian ini digunakan agar lebih terarah dan 

mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

ialah penulis mengkaji penerapan sanksi hukum adat terhadap pelaku kekerasan 

seksual pada anak di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.  

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap Pelaku Kekerasan Seksual pada 

anak oleh Lembaga Adat Melayu Siak Sri Indrapura?  

2. Apakah faktor penghambat dalam penerapan sanksi adat terhadap 

Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak oleh Lembaga Adat Melayu Siak 

Sri Indrapura?  
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D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum adat melayu Siak Sri 

Indrapura terhadap pelaku kekerasan seksual pada Anak  

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemuka adat dalam 

menyelesaikan perkara kekerasan seksual pada anak dalam 

perspektif hukum adat.  

2. Manfaat Penelitian  

1) Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu 

pengetahuan dalam dunia pendidikan khusus nya untuk Program 

Studi Ilmu hukum selanjutnya. 

b. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu acuan untuk penulis 

selanjutnya.  

2) Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan salah satu 

menjadi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif  Kasim 

Riau. 

b. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk peneliti 

selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji mengenai Bagaimana 

penerapan sanksi hukum adat melayu Kerajaan Siak Sri 

Indrapura.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A.  Kerangka Teori 

1.  Teori Hukum Adat 

      Secara garis besar, hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya 

aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang 

sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis.Hukum adat 

diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Istilah "hukum adat," yang 

merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "Adat Recht," pertama kali 

diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje (atau H. Abdul Ghaffar dalam 

nama Muslimnya) dalam bukunya yang berjudul "De Atjehers." Di kalangan 

masyarakat daerah hukum adat, istilah ini mengacu pada hukum kebiasaan.10 

Menurut Seokanto, hukum adat merupakan adat-adat yang tidak 

dibukukan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi. Supomo juga 

berpendapat hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis meliputi peraturan 

hidup yang tidak ditetapkan oleh penguasa tetapi ditaati oleh masyarakat atas 

keyakinan bahwa mempunyai kekuatan hukum. Van Vollenhoven menyatakan 

hukum adat merupakan hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundang-

undangan yang dibuat pemerintah.
11

 

Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat pada hakikatnya merupakan 

hukum kebiasaan, perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Hilman 

Hadikusuma juga berpendapat hukum adat merupakan adat yang memiliki sanksi, 

                                                           
10

 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. Ke-3, 

h. 3 
11

 Yulia, Buku Ajar Hukum Adat, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h. 2 
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sedangkan istilah adat yang tidak bersanksi yaitu kebiasaan yang berwujud aturan 

tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat, dan pada kenyataannya hukum adat 

dengan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas.  

Menurut Laksanto Utomo, manfaat hukum adat yaitu sebagai ilmu 

pengetahuan yang bertujuan meningkatkan kehidupan manusia, sebagai 

pembinaan atau pembentukan hukum nasional, mengembangkan kepribadian 

bangsa, serta mengetahui fungsi hukum adat, fungsi hukum adat terdiri dari dua 

yaitu sebagai pedoman bertingkah laku dalam masyarakat serta sebagai 

mengawasi segala tingkah laku masyarakat.12
 

Corak hukum adat Indonesia normatif pada umumnya yaitu corak hukum 

adat tradisional yang berarti bersifat turun-temurun, keagamaan yang berarti 

kaidah hukumnya berkaitan dengan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa, 

kebersamaan yang mengutamakan kepentingan bersama, konkrit dan visual corak 

hukum adat jelas dan tidak bersembunyi, corak hukum adat terbuka dan sederhana 

artinya dapat menerima masukan dan mudah dimengerti, corak hukum adat dapat 

berubah dan menyesuaikan artinya hukum adat akan terus tumbuh dan 

berkembang, corak hukum adat kodifikasi artinya hukum adat tidak tertulis, serta 

corak hukum adat musyawarah dan mufakat untuk jalan penyelesaian secara 

damai.13
 

Hukum adat memiliki tujuan yang sama dengan hukum positif Indonesia 

yaitu sebagai keadilan, pengendalian sosial, dengan mengusahakan kemaslatan 

                                                           
12

 Laksanto Utomo,  Hukum Adat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. Ke-1, h. 2 h. 8 
13

 Tolib Setiady, op. cit., h. 32 
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sebagai tujuan bersama.14 Manfaat hukum adat untuk memutuskan perkara yang 

terjadi di masyarakat yang tunduk pada peraturan hukum adat, misalnya dalam 

penyelesaian kasus dibidang pertanahan, waris, dan perkawinan menjadi lebih 

sederhana apabila dilakukan dengan sistem hukum adat, sesuai dengan corak 

hukum adat yang masih mengedepankan musyawarah mufakat menggunakan 

ketua adat, kepala desa di wilayahnya.
15

 

 

2. Teori Kelembagaan Adat 

Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga 

Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang 

secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau 

dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas 

harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk 

mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang 

berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku16
 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah suatu 

organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum 

adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi 

                                                           
14

 Laurensius Arliman, “Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan 

Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia”, dalam Jurnal Selat, Volume 5., No. 1., (2018), h. 189 
15

 Marhaeni Ria Siombo dan Henny Wiludjeng, Hukum Adat Dalam Perkembangannya, 

(Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020) Cet. Ke-1, h. 10  
16

 Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 1 ayat (15) 
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mitra pemerintah daerah dalam menguatkan, melestarikan dan mengembangkan 

adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut.  

Tugas dan Fungsi Lembaga Adat dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga 

Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah:17 

1. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang 

menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat 

 2. Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan 

kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah 

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional. 

 3. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara 

Ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah pada 

semua tingkatan pemerintahan di daerah adat tersebut. 

 4. Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan/atau 

harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan 

masyarakat hukum adat setempat. 

 5. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan 

peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama pemerintah desa/kelurahan 

dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan 

masyarakat yang adil dan demokratis. 

 6. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebinekaan 

masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. 

 7. Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar 

tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah. 

 8. Mengayomi adat istiadat. 

 9. Memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, 

kelompok/lembaga maupun pemerintah tentang masalah adat. 

 

3. Teori Kekerasan Seksual 

a. Pengertian Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual sering terjadi di mana-mana dan tercatat sebagai 

kejahatan yang melanggar ajaran dan nilai agama serta melanggar hukum yang 

berlaku. Menurut Wahid dan Irfan dalam Abu Huraerah, kekerasan seksual 

merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan 

                                                           
17

 Ibid, Pasal 11.   
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seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di 

tengah masyarakat. Sederhananya, kekerasan seksual adalah tindakan memaksa 

korban untuk memenuhi hasrat pelaku. Kekerasan seksual tidak hanya pemaksaan 

untuk melakukan hubungan seksual tetapi juga pemaksaan aktivitas lain seperti 

meraba serta verbal harassment yakni ucapan yang mengandung kata untuk 

melecehkan perempuan, ancaman, dan perampasan. 

Di Indonesia, perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual, dan 

tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan balita kini menjadi korban. 

Kasus kekerasan seksual pada anak terus meningkat dari waktu ke waktu, yang 

bahkan tidak memandang korbannya anak laki-laki atau perempuan. Menurut 

Dube dalam Ratna Sari, anak perempuan maupun laki‐laki korban kekerasan 

seksual mengalami sejumlah masalah yang sama antara lain trauma fisik dan 

psikologis yang berkepanjangan, kehilangan semangat hidup, membenci lawan 

jenis dan memiliki keinginan untuk balas dendam18
.   

Pengaruh kekerasan sesual terhadap anak termasuk rasa bersalah dan 

menyalahkan diri, kenangan buruk, mimpi buruk, insomnia, takut hal yang 

berhubungan dengan pelecehan (termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, 

dll), masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, melukai diri 

sendiri, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, depresi, gangguan stress pasca 

trauma, kecemasan, penyakit mental lainnya (termasuk gangguan kepribadian) 

dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk mengulangi tindakan 

kekerasan setelah dewasa, cedera fisik pada anak diantara masalah-masalah 

                                                           
18

 Dube et al., Gail Hornor, Child Sexual Abuse: Consequences and Implication, 2010 

dalam Ratna Sari, Pelecehan Seksual Terhadap Anak‟, Jurnal Prosiding Penelitian Dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat, 2.1 (2015), h. 14–18. 
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lainnya.Kebanyakan pelaku pelecehan seksual adalah orang yang kenal dengan 

korban seperti keluarga misalnya ayah, ibu, paman atau sepupu, dan juga kenalan 

teman lain seperti keluarga, pengasuh anak, serta orang asing. 

b. Bentuk kekerasan Seksual  

Kekerasan seksual (sexual abuse) merupakan jenis penganiayaan yang 

biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu :  

1) Familial Abuse 

Familial abuse adalah incest, yaitu kekerasan seksual dimana antara 

korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian 

dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi 

pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau 

orang yang dipercaya merawat anak. Mayer menyebutkan kategori 

incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, 

yaitu kategori pertama, penganiayaan (sexual molestation), hal ini 

meliputi interaksi noncoitus, petting, fondling, exhibitionism, dan 

voyeurism, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku 

secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (sexual assault), berupa 

oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral 

pada penis (fellatio), dan stimulasi oral pada klitoris (cunnilingus). 

Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa 

(forcible rape), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan 

ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa 

paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma 
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terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak 

mengatakan demikian.  

2) Extra Familial Abuse 

 Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain 

di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar 

keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang 

anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian 

membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual 

tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu 

yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak 

biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut 

akan memicu kemarah dari orangtua mereka. Selain itu, beberapa 

orangtua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa 

anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering 

bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan 

harus diwaspadai19. Menurut Resna dan Darmawan dalam Abu 

Huraerah, tidakan penganiayaan seksual dapat dibagi atas tiga 

kategori yaitu pemerkosaan, incest, dan eksploitasi.  

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Resiko Kekerasan Seksual, Ada 

beberapa hal yang dapat mempengaruhi resiko kekerasan seksual pada 

anak yaitu : 

                                                           
19

 Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak Dan Penanganannya, Sosio 

Informa,  (2015), h. 13–28 .  
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1) Faktor pola asuh. Pola perilaku yang di terapkan orang tua kepada 

anaknya dan terkadang bersifat relatif. Pola perilaku ini dapat 

dirasakan oleh anak baik secara positif maupun negatif. Sikap orang 

tua yang toleran (segalanya boleh, tidak pernah dilarang, selalu 

mengikuti kemauan anak, selalu mengalah) memunculkan sikap 

ketergantungan, sehingga sulit baginya untuk beradaptasi dengan 

lingkungan sosial di luar keluarga. 

2) Mengetahui kesehatan reproduksi anak merupakan hal penting yang 

perlu diketahui oleh seorang anak. Pelajari tentang bagian tubuh 

anak yang hanya dapat dan tidak dapat disentuh oleh orang lain 

selain orang tuanya dan staf medis. Ini adalah pelajaran awal untuk 

mencegah pelecehan seksual. Bahkan untuk staf medispun, 

memerlukan izin dan didampingi oleh orang tua anak. 

3) Teknologi informasi berkembang sangat pesat. Tentu saja Indonesia 

memiliki banyak sekali channel TV sehingga akan berdampak lebih 

serius bagi para penontonnya, terutama penonton yang lebih tua 

mengarahkan anak-anaknya dalam memanfaatkan hasil teknologi 

ini. Kondisi ini menuntut orang tua untuk menjadi lebih selektif, 

berkompromi dengan anakanaknya untuk menonton tayangan yang 

boleh dinikmati dan tayangan yang tidak boleh. Selain itu, usia 

anak-anak merupakan usia yang strategis dan rentan. Dampak yang 

paling umum dari pelecehan seksual adalah perilaku, emosional dan 

fisik, seperti depresi, kehilangan nafsu makan, mimpi buruk atau 
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gangguan tidur, kualitas sekolah yang buruk, nilai menurun dan 

sering bolos. Selain itu, perempuan lebih cenderung bereaksi negatif 

sebagai akibat dari mengalami pelecehan. 

d. Dampak Pelecehan Kekerasan Terhadap Korban Tindakan kekerasan 

seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada 

korbannya. 

1) Depresi. Depresi adalah gangguan mental yang umum. Secara 

global, diperkirakan 5% orang dewasa menderita gangguan tersebut. 

Hal ini ditandai dengan kesedihan yang terus-menerus dan 

kurangnya minat atau kesenangan dalam kegiatan yang sebelumnya 

bermanfaat atau menyenangkan. Itu juga bisa mengganggu tidur dan 

nafsu makan. Kelelahan dan konsentrasi yang buruk sering terjadi.20
 

2) Hipertensi. Kondisi ini juga dikenal sebagai tekanan darah tinggi 

yaitu suatu kondisi di mana pembuluh darah terusmenerus 

meningkatkan tekanan. Hipertensi adalah kondisi medis yang serius 

dan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, otak, ginjal, dan 

penyakit lainnya. Ini adalah penyebab utama kematian dini di 

seluruh dunia. 21 

3) Post-traumatic stress disorder (PTSD). Menurut DSM IV-TR 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder IV-Text 

Revised), PTSD melibatkan sekelompok gejala kecemasan yang 

                                                           
20

 World Health Organization (WHO),Depresi, 2017 di akses pada 03 April 2023.   
21

 World Health Organization (WHO),Hipertensi, 2020 di akses pada 03 April  2023. 
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terjadi setelah seseorang telah terkena peristiwa traumatis yang 

mengakibatkan perasaan ngeri, tidak berdaya atau takut.  

4) Tidur adalah proses yang dibutuhkan otak untuk berfungsi secara 

tepat. Keseriusan dari gangguan tidur tidak diketahui oleh 

masyarakat umum karena mereka menganggap hal ini tidak 

berbahaya. International Classification of Sleep Disorders (ICSD) 

merupakan klasifikasi paling lengkap untuk gangguan tidur dan 

sering digunakan. 

5) Percobaan bunuh diri merupakan situasi ketika seseorang 

melakukan sesuatu untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Situasi ini 

dapat dipicu oleh kondisi perasaan dan kejiwaan seseorang, atau 

masalah dalam kehidupan.  

4. Teori Lembaga Adat Melayu  

  Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau merupakan organisasi yang bergerak 

di bidang sosial budaya di Riau. LAM Riau bukanlah organisasi yang berada di 

bawah pemerintah, namun menjadi mitra pemerintah dalam bidang pelestarian 

kebudayaan. LAM Riau didirikan oleh tokoh-tokoh kebudayaan Riau untuk 

pengembangan dan pelestarian kebudayaan Melayu Riau. Lembaga Adat Melayu      

Riau yang didirikan pada tahun 1970 merupakan Lembaga yang berazaskan 

syariat Islam, berfalsafah Pancasila, bersendikan Syara’ dan Syara’ bersendikan 

Kitabullah. Lembaga Adat Melayu Riau merupakan Lembaga yang bertujuan 

untuk menggali, membina, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur   

Adat Melayu Riau sebagai landasan dan memperkokoh jati diri Melayu dalam 
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upaya untuk menjalankan fungsi, tugas dan tujuannya maka Lembaga Adat 

Melayu riau berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

yang telah disyahkan pada 2001.22 

  Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Lembaga Adat Melayu Riau. Adapun peran serta Lembaga Adat Melayu 

Riau Kota Pekanbaru dalam pelestarian budaya daerah ada sebagai berikut: 

1. Melakukan inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial 

budaya Daerah; 

2. Melakukan inventaris aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah 

daerah; 

3. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksana kegiatan pengelolaan 

serta pengembangan aktivitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah lain; 

4. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan 

pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan 

peninggalan sejarah daerah. 

 

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau ini memiliki fungsi dan tugas pokok 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 

2016 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau, pada Pasal 8 dan pasal 9, adapun 

fungsi dari LAMR Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat adat dan nilai sosial 

budaya yang menjadi pendukung utama adat dan budaya melayu. 

b. Membina dan mengembangkan nilai-nilai luhur adat dalam rangka 

memperkaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan adat 

melayu pada khususnya dan mengembangkan kebudayaan nasional pada 

umumnya. 

c. Memantau, menampung, menerima dan mencari jalan keluar dalam 

penyelesaian permasalahan adat yang dihadapi masyarakat melayu Kota 

Pekanbaru. 

d. LAMR Kota Pekanbaru berfungsi bersama Pemerintah merencanakan, 

mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan 

tata nilai adat dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat demi 

                                                           
22

 Armaliza, Yetti. Peran Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Pengembangan Budaya 

Melayu Riau Di Kota Pekanbaru, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. 



23 
 

 
 

terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan keadilan dan 

kesejahteraan masyarakat, 

e. Sebagai mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan, 

dan mengembangkan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan. 

f. Sebagai saringan masuknya nilai-nilai budaya luar dan menyerap 

nilainilai yang baik untuk kemaslahatan bersama yang tidak bertentangan 

dengan adat istiadat dan agama. 23 

 

B. Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi Judul : Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak 

Menurut Hukum Adat Siak Sri Indrapura Oleh Nabela Puspa Rani 

Universitas Lancang Kuning. Penelitian ini menekankan pada penegakan 

hukum adat terhadap kekerasan pada anak secara umum. Perbedaan 

dengan yang ingin penulis teliti adalah penulis ingin mengkaji hukum 

adat terhadap kekerasan seksual pada anak. 

2. Skripsi Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan 

Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan 

Anak (P2TP2A) Kota Bogor Oleh Nanda Nurul Faida Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini membahas tentang 

perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Bogor. 

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengkaji tentang perlindungan 

hukum, sementara yang ingin penulis teliti adalah penerapan sanksi. 

3. Skripsi Judul : Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam 

Perspektif Hukum Adat Bali Oleh Wayan P. Windia Universitas 

Udayana. Penelitian ini membahas tentang KDRT dalam perspektif 

hukum adat Bali. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah ruang 

                                                           
23

Indonesia, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat 

Melayu Riau. 
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lingkup penelitiannya, dimana penulis terdahulu meneliti tentang 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu 

penelitian yang memandang hukum sebagai kenyataan, yaitu mencakup kenyataan 

social, kenyataan kultur, dan lain-lain. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum 

yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), dan merupakan 

penelitian hukum yang menganalisis dan dilakukan dengan mengadakan 

identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam 

masyarakat.24  

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan 

menggambarkan secara tepat Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk 

menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum maupun doktrin dalam hukum 

untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan karakter 

preskriptif ilmu hukum. Dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam 

keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu 

fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Sehingga penelitian hukum dilakukan 

untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai preskripsi dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi terhadap permasalahan hukum.ifat suatu 

                                                           
24

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UII Press , 1982), h. 51. 
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individu, keadaan gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu 

gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.25 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif merupakan cara analisis penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif analisis, data yang dinyatakan oleh responden dengan cara tertulis atau 

lisan dan tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari menjadi sesuatu 

yang utuh. Kemudian dalam menggunakan analisis kualitatif lebih dipentingkan 

pada kualitas data dan bahan hukum.   

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Siak Sri Indrapura tepatnya di 

Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak yang beralamat di Balai Adat Sultan 

Yahya Abdul Jalil Muzaffarsyah Jl. Hang Tuah No.17 Siak Sri Indrapura dan 

UPT PPA Kabupaten Siak yang beralamat di Komplek Perumahan Sungai Betung 

No.21 Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Riau . Alasan 

peneliti mengambil lokasi penelitian ditempat tersebut adalah karena objek 

penelitian berada ditempat tersebut. 

C. Informan Penelitian  

Guna mendapatkan data dan informasi, maka diperlukan informan 

penelitian untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian atau suatu hal 

kepada peneliti. Informan merupakan orang yang memahami dan menguasai data, 

informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Ada dua kategori informan 

                                                           
25

 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

( Yogyakarta : Pelajar Pustaka,  2010, ) h. 93. 
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yang peneliti gunakan dalam penelitian kualitatif ini, yaitu informan utama dan 

informan pendukung:
26

  

1. Informan Utama, yaitu informan yang mengetahui secara teknis dan detail 

tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. 

 2. Informan Pendukung, yakni orang yang memberikan informasi tambahan yang 

bermanfaat & relevan, dan pihak yang terkait dengan penelitian yang sedang 

diteliti. Dalam penelitian ini, Teknik pengambilan data dilakukan melalui cara 

Purposive Sampling yaitu teknik penentuan informan dengan kriteria tertentu.
27

 

Tabel 1.1  

Daftar Informan Penelitian 

 

 

No Informan Keterangan Jumlah 

Informan 

1. Majelis Kerapatan Adat 

Lembaga Adat Melayu 

Kabupaten Siak 

Informan Utama 4 

2. Tokoh Masyarakat Adat 

Kelurahan Mempura 

Informan Utama 1 

3. Kepala dan Staff Unit 

Pelaksana Teknis 

Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak Kabupaten Siak 

Informan Pendukung 3 

  Total 8 

Sumber : Data olahan penelitian Tahun 2023 

D. Jenis dan Sumber Data  

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, 

antara lain: 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2010), h. 219 
27

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 49- 53  
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A. Data Primer 

    Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik 

melalui wawancara maupun observasi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data 

primer diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap 

responden yaitu Ketua dan Anggota Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat 

Melayu Kabupaten Siak, Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu 

Kabupaten Siak, Tokoh Masyarakat Kelurahan Mempura, Kepala Unit Pelaksana 

Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Siak, dan 

Mediator Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) 

Kabupaten Siak.  

B. Data Sekunder 

     Data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 

laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan serta tulisan 

ilmiah lainnya yang berhubungan dengan Sanksi hukum adat Melayu Riau 

diperoleh dari studi kepustakaan dengan bahan penelitian yang meliputi bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder 

tersebut terbagi menjadi 2 macam yaitu:   

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri 
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atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum.28 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan  jurnal-jurnal 

hukum. 

C. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi 

kedua bahan hukum di atas, seperti kamus Hukum, Kamus Bahasa 

Indonesia dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji 

dalam penelitian ini.29
 

E. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara 

lisan oleh dua orang atau lebih secara langsung untuk mendapatkan 

informasi-informasi dan keterangan-keterangan yang ada. Proses 

wawancara dilakukan dengan harapan bahwa responden dapat menjawab 

lebih leluasa pertanyaan yang diberikan, serta juga dapat menambah 

informasi baru yang tidak terduga. Wawancara dilakukan secara bebas 

dan terbuka dengan daftar pertanyaan yang sudah terlebih dahulu 

disiapkan oleh penulis dalam pedoman wawancara. Namun tidak 

menutup kemungkinan penulis untuk dapat menambah pertanyaan 
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 Suratman Dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 

67. 
29

Muhammad Mustari dan M. Taufiq Rahman, Pengantar Metode Penelitian, 

(Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), h. 37. 
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spontan jika jawaban responden mengandung informasi yang tidak 

terduga. Sebelum melakukan wawancara penulis juga memberikan form 

pernyataan kesediaan diwawancarai kepada responden untuk 

ditandatangani sebagai bentutanda bahwa responden bersedia menjadi 

responden tanpa paksaan dari pihak mana pun. 

b. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan 

cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, 

jurnal hukum serta pendapat para sarjana. Metode ini digunakan gunakan 

mencari data sekunder yang bisa mendukung data primer 

c. Dokumentasi salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan 

melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang di buat oleh subjek 

sendiri atau orang lain tentang subjek..
30

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi 

kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu 

susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai bagaimana 

penerapan sanksi hukum adat terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak oleh 

Lembaga Adat Melayu Siak Sri Indrapura dalam penelitian, baik itu data primer 

maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.  

Metode analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara 

tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta 

menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan.  Penyimpulan 
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 Rianto Adi, Metodologi Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), h.72. 



31 
 

 
 

menggunakan metode induktif yaitu menyimpulkam sesuatu dengan melakukan 

penelitian dan pengamatan dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan 

penelitian dan pengamatan tersebut. 

Menurut Sukmadinata dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme 

yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu 

pertukaran pengalaman sosial yang diintrepretasikan oleh setiap individu. 

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif dengan strategi–strategi yang bersifat 

interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami 

fenomena– fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.31 
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 Pupu Saiful Rahmat, Metoode Kualitatif, http//Metode Penelitian Kualitatif// Diakses 

Pada Hari Senin Tanggal 03 April 2023, Jam 15.03 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data dalam 

penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan sanksi hukum adat terhadap pelaku kekerasan seksual pada 

anak oleh Lembaga Adat Melayu Siak Sri Indrapura belum berjalan 

secara optimal dan belum sesuai dengan yang diharapkan, dapat dilihat 

masih adanya beberapa pelanggaran norma adat yang terjadi. Sanksi 

yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi 

manusia juga dapat menghadirkan dilema dalam pelaksanaannya, 

karena bisa sulit diterapkan tanpa melanggar hak-hak individu.Perlunya 

ketegasan dan konsistensi dalam memberikan sanksi kepada pelaku 

pelanggaran norma adat agar hukum adat terus bisa diterapkan dan 

tidak punah dilingkungan sehari-hari.  

2. Hambatan dalam penerapan sanksi hukum adat terhadap pelaku 

kekerasan seksual pada anak oleh Lembaga Adat Melayu Siak Sri 

Indrapura diantaranya adalah: 

a. Kurang pahamnya masyarakat akan hukum adatnya sendiri 

diakibatkan karena masyarakat di wilayah kampung adat 

kebanyakan sekarang adalah pendatang baru atau transmigran 

yang berasal dari luar daerah Riau dan kebanyakan bukan suku 

Melayu. Masyarakat yang buta hukum dan sifat acuh tak acuh 
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yang sudah membudaya pada diri masyarakat kampung adat 

jaman sekarang. 

b. Belum disahkannya Rancangan Undang-Undang Lembaga Adat 

Melayu menjadi kelemahan yang paling kuat bagi pihak 

Lembaga Adat Melayu.  Pihak LAM hanya bisa memberikan 

sanksi sesuai dengan kebiasaan dari leluhur terdahulu. Dan 

hanya memberi himbauan-himbauan untuk masyarakat sekitar 

Kampung Adat. 

B. Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan agar penerapan sanksi 

hukum adat terhadap kekerasan seksual pada anak oleh Lembaga Adat 

Melayu Siak Sri Indrapura belum berjalan secara optimal dan sesuai, maka 

penulis memberi saran sebagai berikut :  

1. Peranan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak dalam menyelesaikan 

dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak harus lebih 

ditingkatkan kinerjanya dan lebih tegas dalam memberikan sanksi guna 

penegakan hukum adat di wilayah masyarakat adat Kabupaten Siak.  

2. Pihak Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak dan pihak UPT PPA 

Kabupaten Siak sebaiknya melakukan kerjasama dalam melakukan 

pemberian edukasi lebih kepada masyarakat sekitar Kabupaten Siak. 

Seperti mengadakan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat tersebut 

mengerti tentang peraturan adat maupun peraturan Negara yang ia punya.  

Dan juga  memberikan pemahaman khusus untuk para orangtua dan anak 
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agar meminimalisir terciptanya pelanggaran norma adat dalam bentuk  

kekerasan seksual pada anak. 
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